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ABSTRAK

Tangkas “Implementasi Undang- Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah No. 7 Tahun 2007 Dalam Pelaksanaan P emilihan Kepala Desa Sampe Cita
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang™ , Skripsi 2014.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan
hukum adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah. Sebagai bentuk proses demokrasi maka pelaksanaan
kepemimpinan melalu proses pemilihan menjadi suatu keharusan dalam rangka
memenuhi ketentuan konstitusi dan kesinambungan proses pembangunan, termasuk
pada tingkat desa. '

Oleh sebab itu pemilihan kepala desa sebagai bentuk demokrasi yang telah
mengakar dikalangan masyarakat pedesaan diharapkan dapat tesap beralan dalam
koridor yang demokratis, jujur dan rahasia mengingat demokrasi yang berlangsung
saat ini disinyalir diragukan kejujurannya, dalam penelitian ini proses pemilihan
kepala desa menjadi penting untuk dikaji sebagai bahan telaah. Penelitian
menggunakan analisis data melalwt reduksi data, penyajian data, dan penankan
kesimpulan. Selanjutnya diharapkan dapat menjawab perumusan masalah yang ada
dan tujuan penelitian ini tercapai.

Berdasarkan pembahasan, penelitian ini diperoleh hasil bahwa mekanisme
yang dijalankan cukup baik, sesuai ketentuan dan peraturan yang menjadi dasar
pelaksanaanya, walaupun ditemukan persoalan atau masalah maka hal tersebut
merupakan faktor lain yang tidak mempengaruhi keseluruhan penelitian..

Dengan gambaran tersebut maka cepat atau lambat desa diharapkan mampu
memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya karena kewenangan
membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah
lama dimiliki oleh desa secara mandiri. Ciri paling kuat dari pemerintahan di
Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong, sebagai modal
sosial yang jauh lebih penting dan utama bila dibandingkan dengan modal keuangan
atau anggaran.

Kata Kunci : Implemantasi, Peraturan Daerah, Pemilihan Kepala Desa,
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang menganut asas
desentralisasi., hal ini dibuktikan dengan lahimya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk diterapkan sebagai payung
hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Undang-Undang yang
diterapkan seiring era reformasi tersebut tentunya berimplikasi bagi pelaksanaan
pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa.

Otonomi Daerah sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 adalah suatu terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
mengacu pada realitas aneka ragamnya wajah kelndonesiaan, namun harus dapat
diwadahi dalam suatu peraturan yang mencakup :
1. Kedaulatan rakyat
2. Demokrasi
3. Pemberdayaan Masyararakat
4. Pemerataan dan Keadilan

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah
sangat merupakan konteks dasar desentralisasi sebagai bagian dari suatu kebijakan
dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan terwujudnya
kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, sehingga warga masyarakat
dapat memperoleh pelayanan paripurna karena memperoleh kemudahan dalam

segala hal di bidang pelayanan masyarakat, dan perangkat yang yang
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melaksanakan pengaturan tata pemerintahan tersebut adalah desa oleh sebab itu
desa dan masyarakat sebagai warganya merupakan satu kesatuan yang sangat erat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan
golongan bangsa atau suku, tenmasuk didalamnya budaya, tradisi, kearifan lokal
dan adat istiadat. Dari keberagaman yang sekaligus menjadi kekayaan atau ciri
khas bangasa Indonesia tersebut harus tetap ada dan terjaga dalam bingkai
Kebhunekaan.

Alat atau media untuk menjaga dan memelihara sekaligus jalan menuju
harmonisasi demi persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya diperlukan sebuah
produk hukum sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan Negara yang
keseluruhannya berinduk dan tidak berlawanan kepada UUD RI 1945.

Dengan demikian, harapan sekaligus tujuan bangsa Indonesia yakni
keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diarahkan. Otonomi daerah
adalah salah satu jawaban untuk menuju tujuan beérsama yang mulia tersebut. Dari
banyaknya produk hukum yang lahir, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau sering disebut dengan Undang-
Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor
72 Tahun 2005.

Kedua Peraturan ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur
daerahnya sendiri dengan nyata dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk
menyelenggarakan pemerintah terendah berkarakteristik adat-istiadat, tentang
desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

pemilihan kepala desa yang terdapat dalam pasal 46 yang terdapat pada ayat 1, 2
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Nomor
Lamp.

Perthal

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN KUTALIMBARU

BDESA SAMPE CITA

Sampe Cita, 15 Februari 2014

‘59 /050 /11/2014. Kepada Yth.
Universitas Medan Area Fakulta Ilmu
Sosial Dan Ilnu Politik

Telah Selesai Pencambilan Data. di

Membalas surat Saudara No. 161 / F.5/1.2.b/2014, tertanggal 05 Februari 2014 Perihal
Melaksanakan Pengambilan Data di Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten

Deli Serdang, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama TANGKAS
NPM 10.851.0089
Judul Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan

Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang .

Telah selesai mengadakan Pengambilan Data di Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru

Kabupaten Deli Serdang

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.
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‘,) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

N QOV JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7366998, MEDAN - 20233
15h ) ’

Nomor :/6/ IF.5/.2.6/20014 05 Februari 2014
Lamp
Hal : Pengambilan Data

Kepada : Yth, Kepala Desa Sampe Cita
Kecamatan Kutalimbaru Kab.Deli Serdang
Di-
Sampe Cita

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/lbu -untuk memberikan izin dan
kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama . Tangkas
Nomor Pokok Mahasiswa : 10.851.0089
Program Studi . llmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data di Instansi/Kantor Kepala Desa Sampe Cita
Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.

Guna penyusunan skripsi mahasiswa yang berjudul : “ Implementasi Undang-
Undang Nec. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan

Pemilu Kepala Desa Sampe Cita Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli
Serdang “

Perlu kami sampaikan bahwa penefitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan
ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa
tersebut untuik mengikuti ujian sarjana pada Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Medan Area.

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan
data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa

. tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansillembaga yang
Bapak pimpin.

Demikian kami Qampalkan atas perhatian dan kerjasama yang baik dlucapkan terima
I ~kasih- — — L — S

Cc : File,-
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